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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah banyak melimpahkan
nikmat sehat jasmani dan rohani kepada kami untuk dapat menyelesaikan Laporan
Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat |V Angkatan | Tahun 2018 dengan
judul, “INTEGRASI PENYEBARAN INFORMASI KEGIATAN WAKIL KETUA DPR
RI BIDANG KORPOLKAM (SI INSAN)”

Penyusunan Laporan Proyek Perubahan ini untuk memenuhi salah satu
persyaratan kelulusan dalam program Diklat Kepemimpinan Tingkat IV .yang
dilaksanakan oleh Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Dalam menyusun laporan ini, penyusun telah mendapat dukungan dan bantuan dari
banyak pihak.

Oleh sebab itu sudah selayaknyalah penyusun menyampaikan terima kasih
kepada Kepala Bagian Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan,
Bapak Drs. Budi Jatnika, M.Si yang menjadi mentor yang memberikan persetujuan
dan dukungan penuh dalam keberhasilan proyek perubahan ini, serta membantu
mengatasi kendala yang muncul dalam proses implementasi berlangsung dan
memantau capaian sesuai dengan milestone yang telah ditetapkan

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Suharyoto selaku
coach yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap aspek
substansi pada setiap tahapan pelaksanaan proyek perubahan ini serta memberikan
motivasi dalam  keberhasilan tahapan pelaksanaan jangka pendek proyek
perubahan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Banyak terima kasih atas dukungan terhadap keberhasilan proyek perubahan
ini, kami sampaikan kepada yang terhormat :

1. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak
Dr. Fadli Zon, SS, M.Sc;

2. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bapak
Fahri Hamzah, SE;

3. Sekretaris Jenderal DPR RI, Bapak Ir. Indra Iskandar;

4. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan, Bapak Drs. Djaka Dwi Winarko M.Si;

5. Kepala Bidang Teknologi dan Informasi, Endah Sri Lestari, SH, M.Si.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Pranata Komputer yang ikut
terlibat dalam Proyek Perubahan ini, khususnya untuk Erdinal Hendradjaya, ST.
M.Sc. dan Fariza Emra, S. Kom. Begitu juga kepada Rekan-rekan Bagian Set.
Watua Bidang Korpolkam : Anak Agung Anom Semara (Kasubag
Kerumahtanggaan); Sri Istari, Turi Handayani, S.Sos, Samanhudi, Susena, SH,
Bowo Hoetomo, S. Ip, dan Syaiful Hadl, terima kasih atas kerjasama selama ini dan
untuk kerjasama selanjutnya.



Kami berharap semoga dengan berakhirnya Diklat PIM IV dan disusunnya
laporan ini bisa memberikan tambahan nilai dan manfaat bagi penyusun untuk
peningkatan kinerja Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan,
serta bermanfaat dalam memberikan supporting kepada Wakil Ketua DPR RI Bidang
Politik dan Keamanan dalam melaksanakan tugas konstitusional.

Harapan kami semoga proyek perubahan ini dapat berjalan terus menerus dan
tidak berhenti, oleh karena itu perlu adanya konsistensi dalam melaksanakan
tahapan pelaksanan jangka panjang. Kami menyadari bahwa proyek perubahan
yang kami laksanakan belum mencapai hasil yang sempurna, oleh karena itu kami
siap menerima saran dan masukan demi pernyempurnaan proyek perubahan yang
akan dilaksanakan guna mencapai tujuan jangka panjang.

Jakarta, Desember 2018

Project Leader,

INSAN ABDIRROHMAN, SH, M.Si



DAFTAR ISI

RATA PENGANTAR :o0mssnmsmmons s sue s vaasis s s s s s sssssisiesapmsssmsias [
DAFTAR IBL......ncerccnsnsmasnnsmanms sor smmmaanmssmesmansmmssnmns st stihass s s s iii
T T 2 S —— v

. PENDAHULUAN

B JUDUL: PROYEK s mmmsmmsmuniss soomsi s simas o smeivsssisss i s 1
B. DEKRIPSI PROYEK PERUBAHAN. ...ttt 1
C. LATAR BELAKANG (KONDISI SAAT INI, KONDISI YANG DIHARAPKAN

B G ] | T I ——— 2
D. GAGASAN PERUBAHAN. ...ttt e s e e e 7
E. TUJUAN PERUBAHAN..oouswmomasmmmsssssnpsmmms s amsopsasmsasmesmermg 8
F. RUANG LINGKUP PERUBAHAN. ... 8
G: MILESTONE (PENTAHAPAN KEGIATAN).«:sscasasmmmnvssmsmmvivanmseressvors 9
H. MANFAAT PERUBAHAN........coiiieeeeeececreee et s eras e e 11
I. STANDARKRITERIA PERUBAHAN......cmmmemmsssmenommeammorsomssessssmnsommsmanenaxomns 13
B 1 | P EPRR TR ———— 13
K. TATA KELOLA PROYEK.......cssenevresmnemssessonsasmosssnsssassssssssansesssnsssssssnbasssssssssanassis 14

. IDENTIFIKASI, PERAN, ANALISIS DAN STRATEGI KOMUNIKASI

A. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER. ..ot e, 19
B. PERAN STAKEHOLDER c.ovsiwums ss cvs snisunmsmmmmmasmsnsmmssmssmssasssmssmm s 20
GCL.ANALISIS STAKEHOLDER. . ..consimissniimsimmimens i 1n sy avisssiissnons s misas g 22
DL STRATES] KOMURIKRSIL.... .. cwomurmmommemmmomsmmmsosmmmnssmsssxmens sosmmesm oo 23
E. IDENTIFIKASI POTENS| KENDALA/MASALAH. .« ::svsmmussesssmmm s sves 26
F. JADWAL RENCANA KEGIATAN. ... ..ottt 27



lll. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN:....ouuwsimsmmsssssummansns vws o son sawwssmsnsomon 29
B. KRITERIA DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN......31
G KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL.....conmmmmmacmmmmmommmmsasmmmsmensmsmaxmes 32
D. UPAYA MENGATASI MASALAH...... R R A R P AR 7 SR R N 33
E. INSTRUMEN MONITORING PROYEK PERUBAHAN............ccooiiiiiiiinn, 34

IV. PENUTUP

A KESIMPULAN ;s s mmsssimsnenvimsmeraom s spmsssvsvins sossgessiusma s musvisisomse 38
B. SARAN/REKOMENDASI. ... e 38
DAFTAR PUBTAIKA........o0cnnseesmmmisisssasingis siness s 5 5 i mismiss smamiania sosimas vy s



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Sekjen DPR Rl No.6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekjen dan BK DPR yang termaktub dalam Pasal 211
ayat (1) berbunyi “Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
tata usaha Wakil Ketua dan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan.
Salah satu tugasnya adalah untuk memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan
berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Wakil Ketua DPR RI bidang Politik dan Keamanan, yang salah
satunya adalah bagaimana memastikan Laporan Kinerja dan pendokumentasian
arsip bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam berjalan dengan
maksimal dan tentunya masyarakat akan memperoleh akses yang baik terhadap
program-program, kegiatan dan tugas yang telah dilaksanakan oleh Pimpinan
DPR RI bagian Korpolkam.

Sebagai kewajiban lembaga perwakilan, Bagian Korpolkam perlu
menyediakan informasi publik, dengan membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, maka perlu ada suatu terobosan
agar setiap kegiatan Bagian Korpolkam dapat terdokumentasi dengan baik dalam
Web DPR RI. Oleh karena itu perlu dilakukan “Integrasi Penyebaran Informasi
Kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam (S| INSAN)”.

Agar dapat menjalankan fungsi dan tugas sebagai Wakil Ketua DPR-RI di
Alat Kelengkapan Pimpinan, diperlukan sebuah instrumen yang dapat
disampaikan dengan mudah kepada mitra kerja Bidang Korpolkam, media dan
masyarakat luas. Instrumen gagasan perubahan itu adalah menambah Halaman
Kolom Kegiatan Wakil Ketua DPR Dr. H. FADLI ZON, S.S., M.Sc. yaitu Bidang
Korpolkam yang dapat diakses oleh publik. Menu dari penambahan kolom
tersebut adalah Laporan Singkat, Tentang Korpolkam, Laporan Kunjungan Kerja,
Jadwal Rapat, Risalah Rapat, Sekretariat, Kontak, Galeri Foto serta statemen
politik dan pernyataan resmi kelembagaan dalam menanggapi isu-isu nasional
yang ditanggapi Dr. H. FADLI ZON, S.S., M.Sc. Selain itu dilengkapi dengan
informasi data terkait Bidang Komisi |, Komisi Il, Komisi Ill, BKSAP dan Badan

Legislasi yang menjadi Bidang dari Korpolkam.



BAB |
PENDAHULUAN

A.JUDUL PROYEK
Proyek Perubahan ini diberi Judul Integrasi Penyebaran Informasi
Kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam (S| INSAN).

B. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Gagasan proyek perubahan penulis adalah Integrasi Penyebaran
Informasi Kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam. Pemberian
informasi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas DPR RI telah
dilakukan melalui website DPR RI. Akan tetapi informasi dan dokumentasi
terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan DPR RI Bagian Korpolkam
tidak terdokumentasikan dengan baik, sehingga masyarakat tidak bisa
mengakses apa saja program-program, kegiatan dan tugas yang telah
dilaksanakan oleh Pimpinan DPR RI Bagian Korpolkam.

Berdasarkan Pasal 208 Peraturan Sekjen DPR Rl No.6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR
RI Bidang Korpolkam dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dua orang
Kepala Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian
Kerumahtanggaan.

Dalam Pasal 211 ayat (1) berbunyi “Subbagian Tata Usaha mempunyai
tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Ketua dan dukungan administrasi
Staf Khusus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang
Politik dan Keamanan. Salah satu tugasnya adalah untuk memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tujuan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Wakil Ketua DPR RI bidang Politik
dan Keamanan, yang salah satunya adalah bagaimana memastikan Laporan
Kinerja dan pendokumentasian arsip bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR

Bidang Korpolkam berjalan dengan maksimal dan tentunya masyarakat



akan memperoleh akses yang baik terhadap program-program, kegiatan
dan tugas yang telah dilaksanakan oleh Pimpinan DPR RI bagian

Korpolkam.

C.LATAR BELAKANG (KONDISI SAAT INI, KONDISI YANG DIHARAPKAN
DAN SOLUSI)

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025, visi dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025 merupakan bagian
dari visi, —Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Untuk mendukung
pembangunan jangka panjang tersebut, berdasarkan keinginan DPR RI pada
masa mendatang, Visi DPR Rl yang menjadi acuan dalam penyiapan Rencana
Strategis 2015-2019 adalah Terwujudnya DPR RI sebagai Lembaga
Perwakilan yang modern, berwibawa dan kredibel.

Lembaga perwakilan yang modern mempunyai makna bahwa dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, DPR Rl menginginkan adanya
transparansi yang didukung oleh teknologi informasi dan pembukaan
ruang partisipasi publik serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada
rakyat.

Lembaga perwakilan yang berwibawa mempunyai makna bahwa DPR R
menginginkan perilaku yang berpengaruh positif terhadap semua pihak dan
disegani, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian, DPR RI
diharapkan dapat menjadi pusat pembelajaran dan pengetahuan serta menjadi
center point demokrasi bagi bangsa Indonesia.

Lembaga perwakilan yang kredibel mempunyai makna bahwa dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR
Rl mengedepankan kualitas yang didukung dengan kapabilitas sehingga akan
menimbulkan  kepercayaan dari masyarakat sebagai pihak yang
direpresentasikan.

Sebagai bagian dari misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025, yaitu mewujudkan masyarakat demokratis

berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang



lebih kukuh, Misi DPR RI adalah menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk

mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat; dan

memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah.

Nilai-nilai dasar lembaga perwakilan dalam atmosfer yang demokratis
melandasi budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan
kegiatan DPR RI. Nilai-nilai tersebut adalah:

a. representasi, yaitu lembaga dan anggota DPR RI mencerminkan seluruh
kekuatan politik dan sosial di masyarakat serta memegang semangat
kebersamaan dan kesetaraan di antara anggota;

b. transparansi, yaitu kerja dan kinerja DPR Rl mengedepankan semangat
keterbukaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya;

c. aksesibilitas, yaitu kerja dan kinerja DPR RI dapat diakses masyarakat
secara luas;

d. akuntabilitas, yaitu kerja dan kinerja DPR RI wajib dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat;

e. efektivitas, yaitu kerja dan kinerja DPR Rl memiliki pengaruh dan dampak
pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; dan

f. permusyawaratan, yaitu untuk mencapai suatu keputusan, DPR RI
mengutamakan kehendak rakyat melalui musyawarah untuk mufakat.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian DPR RI Tahun 2016-2019 (Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI

Nomor 1520/Sekjen/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris

Jenderal DPR RI Nomor 1266/Sekjen/2014 tentang Penetapan Rencana

Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015-2019). Visi Setjen dan

Badan Keahlian DPR RI sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan

wewenang dan tugas DPR RI adalah Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan dan akuntabel

dalam mendukung fungsi DPR RI.

Sesuai dengan kedudukannya yang strategis dalam pemberian
dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian, Setjen dan Badan Keahlian

DPR RI harus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di berbagai

bidang. Sejalan dengan itu, pengertian kata profesional, andal, dan akuntabel.



Profesional artinya mempunyai kompetensi untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, serta
berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM. Andal
artinya Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana-
rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta
diimplementasilkan. Transparan artinya Kesediaan untuk senantiasa
memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan
dengan proses penyelenggaraan organisasi, serta tugas dan fungsi DPR
RI. Akuntabel artinya Mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan,
keputusan, dan kebijakan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPR RI.

Sedangkan Misi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2016-2019
adalah Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang
profesional, andal, transparan dan akuntabel dan Memperkuat peran keahlian
yang profesional, andal, transparan dan akuntabel.

Pada misi pertama yaitu meningkatkan tata kelola administrasi dan
persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel, Setjen
DPR RI secara konsisten melakukan koordinasi dan sinergi dalam pemberian
dukungan administrasi berupa pelayanan keprotokolan, pengelolaan SDM dan
organisasi, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, rumusan produk
hukum, layanan pengaduan masyarakat, perumusan perencanaan dan
keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengelolaan sarana dan
prasarana. Setjen DPR RI juga berupaya memfasilitasi persidangan Komisi dan
Paripurna, memfasilitasi persidangan Badan dan Mahkamah, memfasilitasi
kerja sama antarparlemen, memfasilitasi kesekretariatan pimpinan, serta
penyampaian berita dan layanan informasi parlemen.

Di samping dukungan administrasi dan persidangan, melalui Inspektorat
Utama diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal di lingkungan
Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik merupakan wujud dari implementasi demokrasi berupa transparansi
pelaksanaan kegiatan suatu Lembaga Negara. Kebijakan dalam undang-

undang ini menjamin salah satu hak dasar dalam kehidupan demokrasi dan



kebijakan publik, yaitu ketersediaan informasi secara transparan. Secara garis
besar, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik salah satu tujuan
nya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan hal ini berarti setiap lembaga dituntut bisa menjadi komunikator dan
sumber informasi yang baik bagi publik, dalam artian cekatan dan berkualitas.

Sebagai bentuk integrasi dari proyek perubahan ini adalah sesuai
dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang dijelaskan diatas dimana Pasal 13 “mewujudkan
pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik dimana DPR
sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
dengan tugas membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan
informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis
standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional’. Harapannya
dari rencana proyek perubahan ini adalah dengan adanya halaman kegiatan
Wakil Ketua DPR-RI bidang Korpolkam menjadi integrasi dan suplai data
kepada PPID menjadi pengayaan data dan informasi dalam melayani
publik/masyarakat dan menghindari tumpang tindih dalam menjalankan tugas
dan fungsi sehingga dapat terintegrasi dengan baik.

Sebagai lembaga tinggi negara, DPR RI selain harus menyediakan
informasi juga diberikan tugas sebagai lembaga perwakilan rakyat oleh
Konstitusi. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa
‘Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-
undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi
Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan nya, DPR RI dibagi atas
beberapa bidang yang dibawahi oleh seorang Pimpinan. Bidang-bidang
tersebut terbagi atas; Bidang Politk dan Kemanan; Bidang Industri dan



Pembangunan; Bidang Ekonomi dan Keuangan; Bidang Kesejahteraan Rakyat;
Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Badan Urusan Rumah Tangga.

Bidang Politik dan Keamanan sebagai bidang yang strategis di DPR Rl
membidangi ruang lingkup terkait Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan
Informatika, Intelijen, Dalam Negeri, Sekretariat Negara, Pemilu, Hukum, HAM,
Keamanan, juga termasuk Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Badan
Legislasi.

Sebagai Pimpinan DPR yang membidangi Politk dan Keamanan
(KORPOLKAM) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi I, Komisi Il dan
Komisi Ill, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Badan Legislasi. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 4 Tatib DPR Nomor 1
Tahun 2014 fungsi DPR yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Tabel 1. Kondisi Penyebaran Informasi Kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang

Korpolkam
; Sesudah Integrasi

Sebelum Integrasi (SI INSAN)
Informasi Kegiatan Wakil Ketua | - Informasi Kegiatan Wakil Ketua DPR
DPR Rl Bidang Korpolkam Rl Bidang Korpolkam dilakukan
dilakukan secara Manual/ Belum secara Digital
Digital
Informasi Kegiatan Wakil Ketua | - Informasi Kegiatan Wakil Ketua DPR
DPR RI Bidang Korpolkam masih Rl Bidang Korpolkam  sudah
bersifat Partial Terintegrasi
Informasi Kegiatan Wakil Ketua | - Informasi Kegiatan Wakil Ketua DPR
DPR Rl Belum Dapat Diakses Rl Dapat diakses publik
Publik

Sebagai lembaga perwakilan, tentunya Bidang Korpolkam harus
membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam
setiap kegiatan yang dilakukan, serta mengelola informasi publik secara baik
dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Perubahan paradigma di era reformasi, seiring dengan kebebasan pers
dan keterbukaan informasi publik serta banyak informasi dari berbagai media

baik cetak maupun elekronik telah membawa dampak bagi sebagian




masyarakat. Berkaitan dengan tugas dari pendokumentasikan kegiatan Wakil
Ketua DPR Bidang Korpolkam, sebagai unit yang berperan penting untuk
membangun citra yang baik demi kemajuan perbaikan kinerja Bidang
Korpolkam khususnya dan DPR pada umumnya di mata masyarakat luas.
Terakhir rancangan proyek perubahan ini diharapkan juga terintegrasi dan
sejalan dengan prinsip Parlemen Terbuka (Open Parliament), konsep parlemen
terbuka Indonesia adalah konsep government 2.0 yang memiliki visi
transparansi dan partisipasi publik dalam fungsi pengawasan DPR sekaligus
penguatan kapasitas fungsi DPR dalam melaksanakan fungsinya sesuai
kedudukannya sebagai salah satu lembaga negara. Keterbukaan informasi
dalam proyek perubahan penambahan halaman kegiatan Bidang Korpolkam
Wakil Ketua DPR diupayakan menjadi salah satu hal intergrasi yang
dikedepankan dalam parlemen terbuka yang selama ini baru bersifat media
sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter hingga Youtube. Gagasan
rancangan proyek perubahan ini pun diharapkan sejalan dengan DPR RI yang

saat ini sedang menuju Parlemen Modern.

D. GAGASAN PERUBAHAN

Sebagai kewajiban lembaga perwakilan, Bagian Korpolkam perlu
menyediakan informasi publik, dengan membangun dan mengembangkan
sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik
dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, maka perlu ada suatu
terobosan agar setiap kegiatan Bagian Korpolkam dapat terdokumentasi
dengan baik dalam Web DPR RI. Oleh karena itu perlu dilakukan “Integrasi
Penyebaran Informasi Kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam (Sl
INSAN)”.

Agar dapat menjalankan fungsi dan tugas sebagai Wakil Ketua DPR-RI
di Alat Kelengkapan Pimpinan, diperlukan sebuah instrumen yang dapat
disampaikan dengan mudah kepada mitra kerja Bidang Korpolkam, media dan
masyarakat luas. Instrumen gagasan perubahan itu adalah menambah
Halaman Kolom Kegiatan Wakil Ketua DPR Dr. H. FADLI ZON, S.S., M.Sc.
yaitu Bidang Korpolkam yang dapat diakses oleh publik. Menu dari



penambahan kolom tersebut adalah Laporan Singkat, Tentang
Korpolkam, Laporan Kunjungan Kerja, Jadwal Rapat, Risalah Rapat,
Sekretariat, Kontak, Galeri Foto serta statemen politik dan pernyataan
resmi kelembagaan dalam menanggapi isu-isu nasional yang ditanggapi
Dr. H. FADLI ZON, S.S., M.Sc. Selain itu dilengkapi dengan informasi data
terkait Bidang Komisi |, Komisi ll, Komisi lll, BKSAP dan Badan Legislasi

yang menjadi Bidang dari Korpolkam.

. TUJUAN PERUBAHAN
Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya gagasan ‘Integrasi

Penyebaran Informasi Kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam melalui

Pembangunan Web DPR RI” adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Jangka Pendek (2 bulan)
Dalam jangka pendek, tujuan yang ingin dicapai yaitu membangun system
aplikasi untuk menginput data kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang
Korpolkam di Halaman Kolom Kegiatan Wakil Ketua DPR Bidang
Korpolkam di Web DPR RI yang dapat diakses oleh publik.

2. Tujuan Jangka Menengah (6 bulan — 1 tahun):
Dalam jangka menengah, tujuan yang ingin dicapai yaitu terkoneksinya
jaringan system aplikasi ke dalam Website DPR RI, dan melakukan
monitoring dan evaluasi data kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang
Korpolkam.

3. Tujuan Jangka Panjang (> 1 tahun):
Dalam jangka panjang, tujuan yang ingin dicapai yaitu pengembangan
system dan tetap melakukan monitoring dan evaluasi Pengisian Data Wakil
Ketua DPR RI Bidang Korpolkam di Halaman Kolom Kegiatan Wakil Ketua
DPR Bidang Korpolkam di Web DPR RI.

. RUANG LINGKUP PERUBAHAN

Batasan ruang lingkup dari gagasan proyek Integrasi Penyebaran
Informasi Kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam adalah sebagai
berikut:



. Fokus

Membuat Sistem Aplikasi

Sosialisasi Sistem Aplikasi

Membentuk Tim Kerja

Pengembangan Sistem Aplikasi

Monitoring dan Evaluasi.

. Lokus

Ruang Lingkup Informasi Korpolkam yang akan dimuat adalah berdasarkan
bidang Korpolkam itu sendiri terkait Komisi |, Komisi Il, Komisi Ill, BKSAP
dan Badan Legislasi beserta Mitra kerja Pemerintah. Informasi ini penting
agar publik dapat mengetahui kinerja Wakil Ketua DPR Dr. H. FADLI ZON,
S.S., M.Sc. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Wakil Rakyat

menjadi lembaga yang aspiratif dalam melakukan evaluasi, kritik dan

apresiasi dari kinerja Pemerintah terkhusus bidang Korpolkam.

G. MILESTONES (PENTAHAPAN KEGIATAN)
Tabel 2. Pentahapan Kegiatan

NO. TAHAPAN MILESTONES KEGIATAN WAKTU
1. | TAHAPAN 1. Terbentuknya Persiapan 2-5
PELAKSANAAN tim efektif (tim pertemuan Oktober
JANGKA PENDEK kerja updating Membuat 2018
informasi) undangan rapat
Pendistribusian
undangan
Rapat
Pembentukan
Tim
Penyamaan
persepsi
2. Terbangunnya Identifikasi 9-12
sarana, ketersediaan Oktober
prasarana, sarana dan | 2018
koneksi dan prasarana
jaringan Pembuatan 16 -26
aplikasi Oktober
Pembuatan 2018




NO.

TAHAPAN

MILESTONES

KEGIATAN

WAKTU

Design Content
Pembuatan
rancangan sistem
data kegiatan
Wakil Ketua DPR
RI Bidang
Korpolkam di
Halaman Kolom
Kegiatan  WakKil
Ketua DPR
Bidang
Korpolkam di
Web DPR RI
Melakukan uji
coba data dalam
WEB DPR Rl di
kolom Halaman
bidang Korpolkam

Melakukan input
data dan konten
dan sosialisasi
penyampaian
data dalam WEB
DPR RI di kolom
Halaman bidang
Korpolkam terkait
kegiatan di
Bidang
Korpolkam

5-15
Novemb
er 2018

15-17
Novemb
er 2018

TAHAPAN
PELAKSANAAN
JANGKA
MENENGAH

. Penyempurnaan

data dan sarana
untuk proses
penginputan
dalam WEB
DPR Rl i
kolom Halaman
bidang
Korpolkam
terkait kegiatan
di Bidang
Korpolkam

Melakukan
Pemenuhan,
pengembangan
dan penyem-
purnaan  sistem,
sarana prasarana

1 (satu)
bulan,
Desemb
er 2018
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NO.

TAHAPAN MILESTONES KEGIATAN WAKTU

TAHAPAN 1. Maintanance - Melakukan rapat | Mulai
PELAKSANAAN dan pembuatan koodinasi dengan | Juli
JANGKA Standar stake holder | 2019
PANJANG Pedoman terkait (Bagian | sampai

Pengisian Data BDTI dan Bagian | selanjut
Wakil Ketua Ortala) nya
DPR RI Bidang
Korpolkam di
Halaman Kolom
Kegiatan Wakil
Ketua DPR
Bidang
Korpolkam di
Web DPR RI
yang bisa di
adopsi oleh
Wakil Ketua
DPR RI Bidang-
bidang yang lain

H. MANFAAT PERUBAHAN

Manfaat yang ingin diraih dari adanya gagasan Integrasi Penyebaran

Informasi Kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam adalah sebagai
berikut:

1.

Manfaat bagi peserta diklat/ penulis

Bagi peserta diklat/ penulis, diharapkan dengan adanya proyek

perubahan ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai

petanggungjawaban dalam menyelesaikan pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan tingkat IV dan sebagai perwujudan ide dalam rangka

integrasi informasi kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam.

Manfaat bagi unit kerja

Bagi Bagian Sekretariat Bidang Korpolkam, diharapkan dengan adanya

Integrasi Penyebaran Informasi Kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang

Korpolkam ini dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Meningkatnya kinerja Bagian Sekretariat Kerja Bidang Korpolkam
dalam melakukan publikasi dan dokumentasi terhadap setiap

11




kegiatan yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang
Korpolkam secara cepat, tepat, akurat dan dalam waktu yang
singkat.

Terorganisirnya dokumen-dokumen kegiatan yang dilaksanakan
serta dapat dijadikan bahan dan kajian untuk kegiatan selanjutnya.
Penyampaian statemen politik dapat dengan dimuat di kolom

Korpolkam tersebut.

Manfaat bagi stakeholder

Bagi stakeholder, diharapkan dengan adanya Integrasi Penyebaran

Informasi Kegiatan Bidang Korpolkam ini dapat memberikan manfaat

antara lain:

a.

Bila kolom Korpolkam sudah ada sesuai tujuan, maka dapat degan
mudah disebarkan ke Medsos-medsos dan Medsos Komunikasi
chat seperti WA dengan menyebarkan link Korpolkam dari info
yang ter-update.

Kecepatan informasi yang diserap oleh publik dengan efektif
dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

Terhubung dengan WEB DPR kolom lainnya dalam hal ini Komisi
I, Komisi lll, Komisi |ll, BKSAP dan Badan Legislatif. Sehingga
dapat melihat informasi bidang Kopolkam dari lapsing,
perkembangan pembahasan terkait pengawasan, anggaran dan
pembahasan RUU, sehingga dapat segera diakses oleh publik
secara luas terutama mitra kerja pemerintah, media dan
masyarakat luas.

Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, sehingga tercipta
wujud transparansi dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
Memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk
memberikan masukan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan
oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam.
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. STANDAR/ KRITERIA KEBERHASILAN

Tersimpannya data-data kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang
Korpolkam yang dapat dengan mudah diakses oleh publik.

Tersedianya panduan untuk penyimpanan data-data kegiatan Wakil
Ketua DPR RI di website.

Terkoneksinya kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam,

sehingga masyarakat dapat mengakses kegiatan tersebut.

Faktor Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan

1)
2)
3)
4)

Komitmen pimpinan

Komitmen dari seluruh anggota tim kerja proyek perubahan

Komunikasi yang baik diantara anggota tim kerja proyek perubahan
Dukungan dari semua stakeholder, komitmen dan kinerja maksimal dari

tim efektif dalam membuat proyek perubahan .

5) Kompetensi dan solidaritas tim efektif yang mendukung proyek
perubahan.
J. MENTOR
Nama : Drs. Budi Jatnika, M.Si.
NIP :196911251996031001
Jabatan : Kepala Bagian Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang
Telp/HP : 08121972995
PROJECT LEADER
Nama . Insan Abdirrohman,SH,M.Si.
NIP 198009192005021002
Jabatan : Kepala Sub Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Korpolkam
Telp/HP : 08156298473
Email . insan_ab@yahoo.com
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K. TATA KELOLA PROYEK
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan proyek perubahan perlu dibentuk

Tim Kerja yang sekaligus Tim Efektif, yaitu :

Atasan
Langlsung

v

Project
Leader

I i

Tim Teknologi  |Tim Penyusun Tim Teknis
Informasi SOP Administrasi

Gambar 1. Mekanisme Tim Efektif

Keanggotaan Tim mempunyai peran dan tugas masing-masing, yaitu :

1. Atasan Langsung
Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan, Bapak Drs. Djaka Dwi Winarko,
M.Si selaku Atasan Langsung memberikan persetujuan dan dukungan
penuh dalam keberhasilan proyek perubahan ini, serta membantu
mengatasi kendala yang muncul dalam proses implementasi berlangsung

dan memantau capaian sesuai dengan milestone yang telah ditetapkan.

2. Mentor
Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Drs.
Budi Jatnika, M.Si. selaku Mentor memberikan bimbingan dan pengarahan
terhadap pelaksanaan setiap tahapan perkembangan proyek perubahan ini
serta mendampingi dalam tahapan pelaksanaan jangka pendek proyek

perubahan agar tepat waktu.
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3. Coach
Widyaiswara, Bapak Dr. Ir. Suharyoto, MS selaku Coach memberikan
bimbingan dan pengarahan terhadap aspek substansi pada setiap tahapan
perkembangan proyek perubahan ini serta memberikan motivasi dalam

keberhasilan tahapan pelaksanaan jangka pendek proyek perubahan.

4. Project Leader
Kepala Sub Bagian Set. Watua Bidang Korpolkam, Insan Abdirrohman,
SH, M.Si selaku Project Leader bertanggungjawab terhadap keberhasilan
proyek perubahan ini dan melakukan kordinasi dengan seluruh
stakeholders serta melakukan eksekusi terhadap keseluruhan tahapan
(milestone) yang telah dirancang dengan mendayagunakan sumberdaya

yang ada.

5. Tim Teknologi Informasi
Tim ini bertanggungjawab membuat sistem penyampaian data kegiatan
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam di Halaman Kolom Kegiatan Wakil
Ketua DPR Bidang Korpolkam di Web DPR RI yang dapat diakses oleh
publik, melakukan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan sistem tersebut,
serta melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan
dan pengembangan sistem penyampaian data.

Adapun keanggotaan Tim Teknologi Informasi yaitu:

1. | Endah Sri Lestari, SH, M.Si | Ketua Tim | Kepala Bidang Data dan
Teknologi Informasi

2. | Erdinal Hendradjaya, ST. | Anggota Pranata Bidang Data dan
M.Sc. Teknologi Informasi

3. | Fariza Emra, ST. M.Sc. Anggota Pranata Bidang Data dan
Teknologi Informasi

4. | Awang Eko Feryanto, S. | Anggota Pranata Bidang Data dan
Kom Teknologi Informasi

6. Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur
Tim ini bertanggungjawab membuat konsep Standar Pedoman; melakukan

komunikasi dan kordinasi dengan stakeholder yang terkait dengan
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penyusunan Standar Pedoman, dan melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan Standar Pedoman.

Adapun keanggotaan Tim Standar Pedoman yaitu :

1. | Anak Agung Anom | Ketua Tim | Kasubag Kerumahtanggaan
Semara Bagian Set. Watua Bidang

Korpolkam

2. | Ni'mah Wahyu Purnami Anggota Kasubag Tata Laksana
Bagian Ortala

3. | Bowo Hoetomo, S.Ip Anggota Pengelola Data Bagian Set.
Watua Korpolkam

4. | Srilstari Anggota Pengolah Data Bagian Set.
Watua Korpolkam

7. Tim Teknis Administrasi

Tim ini bertanggungjawab atas teknis dan administrasi setiap tahapan

proyek perubahan, terkait publikasi dan dokumentasi terhadap setiap

kegiatan yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam,

pengarsipan dokumen-dokumen kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun keanggotaan Tim Teknis Administrasi yaitu :

1. | Turi Handayani, S.Sos KetuaTim | Analis TU Watua Bidang
Korpolkam

2. | Samanhudi Anggota Pengadministrasi Umum
Set. Watua Bidang
Korpolkam

3. | Wahyu Mahardika Anggota Staf Ahli Set. Watua Bidang
Korpolkam

Tim Kerja dari masing-masing anggota tim

a. Mentor

Mengarahkan, Membimbing project leader berdasarkan sikap profesionalisme.

Memberikan dukungan penuh pada project leader untuk merancang dan

melakukan proyek perubahan.

Berperan sebagai inspirator bagi project leader dalam melakukan inovasi yang

diperlukan.

Membantu project leader dalam memetakan agenda project leader yang akan

dilaksanakan.
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Memberikan bimbingan kepada project leader dalam mengatasi kendala yang
muncul selama proses implementasi berlangsung.

Memberikan dukungan kepada project leader dalam mendayagunakan
seluruh potensi sumber daya yang diperlukan dalam melakukan implementasi

proyek perubahan

b. Project leader

Mengambil inisiator dalam koordinasi dan konsultasi dengan mentor dan
coach.

Membuat rencana proyek perubahan.

Membimbing dan memonitor tim tentang konsep dan praktek budaya kerja
berorientasi kualitas.

Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan stakeholder terkait.
Melakukan evaluasi atas pelaksanaan proyek perubahan.

Menyusun laporan proyek perubahan ke dalam sebuah deskripsi utuh.
Memonitor dan membimbing tim kerja tentang konsep dan implementasi yang
akan dilakukan pada proyek perubahan.

Secara aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan mentor dan -

mendiskusikan kemajuan implementasi proyek perubahan

c. Coach

Melakukan monitoring serta bimbingan pada project leader dalam
melaksanakan proyek perubahan

Melakukan komunikasi dengan mentor untuk membantu project leader apabila
mengalami permasalahan.

Mengembangkan instrumen monitoring dan perekaman terhadap progres yang
dilaporkan.

Menjadi councellor pada saat peserta mengalami kemunduran motivaasi
selama proses pembelajaran atau menyusun proyek perubahan.

Memberikan feedback terhadap laporan progress implementasi proyek

perubahan yang disampaikan peserta bimbingan minmal seminggu sekali.
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d. Tim kerja

Tim IT dan Tim Teknis; menyusun dan melaksanakan tahapan rancangan
proyek perubahan sesuai dengan job deskrisption masing masing.
Administrasi; memberikan masukan data dan pertimbangan kepada project
leader dalam merancang proyek perubahan.

Kesekretariatan; memberikan masukan data dan pertimbangan kepada

project leader dalam merancang proyek perubahan.
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BAB I
IDENTIFIKASI, PERAN, ANALISIS, DAN STRATEGI KOMUNIKASI

A. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER
Stakeholders yang terlibat dalam proyek perubahan terdiri dari
stakeholders internal dan Stakeholders eksternal sebagi berikut :
Tabel 3. Pengelompokkan Stakeholder

STAKEHOLDER INTERNAL STAKEHOLDER EKSTERNAL

1. Sekretaris Jenderal DPR RI 1. Wakil Ketua DPR RI Bidang
2. Deputi Persidangan Korpolkam
3. Kepala Biro Kesekretariatan 2. Staf Khusus

Pimpinan 3. Tenaga Ahli
4. Kepala Biro Persidangan | 4. Mitra Kerja/ Lembaga Pemerintah
5. Kepala Bagian Set. Wakil Ketua | 5. NGO/LSM/ Ormas

Bidang Korpolkam. 6. Media Massa

6. Kepala Bidang Data dan
Teknologi Informasi (BDTI)

7. Kepala Bagian Set. Muspim

8. Kepala Bagian Set. Bamus

9. Kepala Bagian Persidangan
Paripurna

10.Kepala Subbagian
Kerumahtanggaan
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B. PERAN STAKEHOLDERS
Keterlibatan dan kehadiran stakeholders dalam proyek perubahan ini
sangat penting untuk tercapainya tujuan jangka pendek, jangka menengah
dan jangka panjang.
Setiap stakeholders memiliki peran sebagai berikut:

Tabel 4. Peran Stakeholder

STAKEHOLDER PERAN
Wakil Ketua DPR RI Bidang Sebagai penerima manfaat proyek
Korpolkam perubahan.

Selaku Pejabat Eselon | yang
bertanggung jawab dalam
Sekretaris Jenderal DPR RI memberikan dukungan teknis,
administratif, dan keahlian kepada
DPR RI.

Selaku Pejabat Eselon | yang
bertanggung jawab dalam

' . memberikan dukungan persidangan
Deputi Persidangan .
kepada DPR RI dan memberikan
dukungan dalam proyek perubahan

ini.

Kepala Bagian Wakil Ketua DPR | Selaku Mentor yang memberikan

Bidang Korinbang dukungan dalam proyek perubahan

ini
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Kepala Biro Kesekretariatan

Pimpinan

Selaku Atasan Langsung yang
bertanggung jawab dalam
memberikan dukungan kepada
Pimpinan DPR RI dan memberikan
dukungan penuh dalam proyek

perubahan ini.

Kepala Bagian Set. Muspim
Kepala Bagian Set. Bamus
Kepala Bagian Persidangan

Paripurna

Memberikan dukungan dalam
mempersiapkan materi data sesuai
dengan TUPOKSI

Kepala Bagian Ortala

Membuat Standar Pedoman

Kepala Bidang Data dan Teknologi
Informasi (BDTI)

Membuat sistem penyampaian data
kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang
Korpolkam di Halaman Kolom
Kegiatan Wakil Ketua DPR Bidang
Korpolkam di Web DPR RI

Kepala Subbagian Tata Usaha;
Kepala Subbagian
Kerumahtanggaan;

Staf Khusus; Tenaga Ahli; dan staf

Sekretariat.

Memberikan dukungan dalam
mempersiapkan materi kegiatan,
Penyampaian statemen politik yang
dapat dengan dimuat di kolom
Halaman Korpolkam Wakil Ketua
DPR RI Bidang Korpolkam Web DPR
RI

Media Massa, NGO dan Mitra Kerja /

Lembaga Pemerintah

Sebagai penerima manfaat proyek

perubahan
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C. ANALISIS STAKEHOLDER

Berdasarkan pengaruh dan kepentingan setiap stakeholders pada proyek
perubahan ini dapat dikelompokan pada diagram kelompok stakeholders

sebagi berikut :

Tinggi
A
(
LATENS &
Wakil Ketua DPR RI PROMOTORS
Bidang Korpolkam;
Sekretaris Jenderal DPR RI; Kapag Set. A
. : ' s Watua Bidang Inbang;
Deputi Persidangan; Karosid [; ape it
Staf Khusus; dan P
- Tenaga Ahli
=)
4
<
)
= f DEFENDER
Ka BDTI; Kabag Set. Muspim;
Kabag Set. Bamus;
APATHETIC Kabag Persid. Paripurna;
Kabag Ortala; Kasub Keru-
mahtanggaan; Media Massa,
Mitra Kerja dan NGO
Rendah INTEREST Tinggi

Gambar 2. Pengelompokkan Stakeholder

Hasil Analisis pengelompokkan stakeholders menunjukan bahwa
terdapat empat kuadran stakeholders yaitu :

1. Promotors, adalah stakeholders yang memiliki pengaruh dan minat
tinggi terhadap keberhasilan proyek perubahan. Stakeholders dalam
kelompok ini adalah :

1) Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan

2) Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Inbang
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2. Latens, adalah stakeholders yang memiliki pengaruh besar, tetapi
memiliki minat yang rendah terhadap keberhasilan proyek perubahan.
Stakeholders dalam kelompok ini adalah :

1) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam
2) Sekretaris Jenderal DPR Rl

3) Deputi Persidangan

4) Karosid |

5) Staf Khusus dan/ staf ahli

3. Defenders, adalah stakeholders yang memiliki pengaruh yang rendah,
tetapi memiliki minat yang tinggi terhadap keberhasilan proyek
perubahan. Stakeholders dalam kelompok ini adalah :

1) Kepala Bagian Set. Muspim

2) Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)
3) Kepala Bagian Set. Bamus

4) Kepala Bagian Persidangan Paripurna

5) Kepala Bagian Ortala

6) Kepala Subbagian Kerumahtanggaan

7) Mitra kerja/ Pemerintah

8) NGO

9) Media Massa

4. Apathetics, adalah stakeholders yang memiliki pengaruh kecil dan minat

rendah terhadap keberhasilan proyok perubahan.

Untuk menghadapi setiap kelompok stakeholder di atas, strategi

komunikasi akan digunakan sebagai berikut.

D. STRATEGI KOMUNIKASI
Setiap stakeholders memiliki kepentingan dan tingkat pengaruh yang
berbeda-beda. Oleh karena itu strategi komunikasi terhadap stakeholders

juga diterapkan secara berbeda, yaitu sebagai berikut :
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LATENS

- PROMOTORS
Informatif
Persuasif Konsultasi Intensif

Komunikasi Intensif

(o '
APATHETIC DEFENDER
Sosialisasi Sosialisasi
Persuasif Diskusi
Komunikasi Intensif Konsultasi Intensif

Gambar 3. Strategi Komunikasi dengan Stakeholder

Strategi komunikasi yang dilakukan untuk masing-masing stakeholder
seperti terlihat di Tabel 5:

Tabel 5. Strategi Komunikasi dengan Stakeholder

DUKUNGAN/

STAKEHOLDER KUADRAN TINDAKAN
Wakil Ketua DPR RI Latens/Positif (+) Informatif, persuasive
Bidang Korpolkam dan Komunikasi

Intensif
Sekretaris Jenderal Latens/Positif (+) Informatif, Persuasif,
DPR RI dan Komunikasi Intensif
Deputi Persidangan Latens/ Positif (+) Informatif, Persuasif,
dan Komunikasi Intensif
Kepala Biro Latens/ Positif (+) Informatif, persuasif,
Persidangan | dan Komunikasi
Intensif
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DUKUNGAN/

NO. STAKEHOLDER KUADRAN TINDAKAN
5. Kepala Biro Promotors/ Positif (+)
Kesekretariatan Konsultasi Intensif
Pimpinan
6. Kepala Bidang Data Promotors/ Positif (+)
dan Teknologi
Informasi (BDTI) Konsultasi Intensif
7. Kepala Bagian Set. Defenders/Positif (+) | Sosialisasi, Diskusi,
Muspim dan Konsultasi Intensif
8. Kepala Bagian Set. Defenders/Positif (+) | Sosialisasi, Diskusi,
Bamus dan Konsultasi Intensif
9. g:;rbsa;gaar!?ag;‘an Defenders/Positif (+) Sosialisasi, Diskusi.
Pari 9 dan Konsultasi Intensif
aripurna
10. Kepala Bagian Ortala Defenders/Positif (+) | Sosialisasi, Diskusi,
dan Konsultasi Intensif
11. Staf Khusus; Latens/Positif (+) Informatif, Persuasif,
dan Konsultasi intensif.
12. Kasubag Defender/ Positif (+) | Sosialisasi, Diskusi dan
Kerumahtanggaan Konsultasi intensif
13. Media Massa Defender/ Positif (+) Susialisssi, Diskusiidan
Konsultasi intensif
14. Mitra kgrja/ Lembaga Defender/ Positif (+) Sostalinast. Diskusi dan
Pemerintah i .
Konsultasi intensif
15. ,l\\lACa;SC;/a IFaSkl\g:Organlsam Defender/ Positif (+) Sosialieasi Diekus] dan

Konsultasi Intensif
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E. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA/MASALAH

Tabel 6. Identifikasi Potensi Kendala

KENDALA

RISIKO

STRATEGI
MENGATASI
KENDALA

1. Kurangnya komitmen
stakeholders untuk
memberikan data
sebagai bahan
publikasi dan
dokumentasi terhadap
setiap kegiatan yang
dilakukan oleh Wakil
Ketua DPR RI Bidang
Korpolkam secara
cepat, tepat, akurat
dan dalam waktu yang
singkat, dan belum
terorganisirnya
dokumen-dokumen
kegiatan yang
dilaksanakan.

Tidak terkelola nya
dengan baik data
kegiatan Wakil Ketua
DPR RI Bidang
Korpolkam di Halaman
Kolom Kegiatan Wakil
Ketua DPR Bidang
Korpolkam di Web DPR
RI

Melakukan komunikasi
dengan stakeholders
yang terdampak yaitu
Wakil Ketua DPR RI
bidang Korpolkam untuk
mendorong Sekretariat
Jenderal agar
melakukan improvisasi
dalam setiap publikasi
dan dokumentasi
kegiatan yang dilakukan
oleh Wakil Ketua DPR
RI Bidang Korpolkam
secara cepat, tepat,
akurat dan dalam
waktu yang singkat,
serta mampu
mengorganisir
dokumen-dokumen
kegiatan yang
dilaksanakan

2. Kurangnya motivasi
kerja Tim Efektif

Tidak terkelola nya
dengan baik data
kegiatan Wakil Ketua
DPR RI Bidang
Korpolkam di Halaman
Kolom Kegiatan Wakil
Ketua DPR Bidang
Korpolkam di Web DPR
RI

Mengadakan
pendekatan persuasif
agar mendorong
motivasi Tim
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F. JADWAL RENCANA KEGIATAN

Tabel 7. Jadwal Rencana Kegiatan

Korpolkam

Melakukan input
data dan konten
dan sosialisasi
penyampaian data
dalam WEB DPR RI

NO. | MILESTONES KEGIATAN OUTPUT WAKTU
1 Terbentuknya Persiapan Tanda terima | 2-5
tim efektif (tim pertemuan undangan Oktober
kerja updating Membuat Undangan rapat 2018
informasi) undangan rapat Notulen rapat
Pendistribusian Surat Tugas
undangan Dokumentasi/ Foto
Rapat Surat pernyataan
Pembentukan Tim dukungan
Penyamaan
persepsi
2 Terbangunnya Identifikasi Dokumentasi 9-12
sarana, ketersediaan Oktober
prasarana, sarana dan Screenshoot 2018
koneksi dan prasarana sebelum adanya
jaringan Pembuatan aplikasi informasi kegiatan
Design Content Wakil Ketua DPR | 16 -26
Pembuatan RI Bidang Oktober
rancangan sistem Korpolkam di 2018
data kegiatan Wakil Website
Ketua. DPR RI
Bidang Korpolkam Screenshoot
di Halaman Kolom sesudah adanya
Kegiatan Wakil informasi kegiatan | 5—- 15
Ketua DPR Bidang Wakil Ketua DPR | November
Korpolkam di Web RI di Website 2018
DPRRI
Melakukan uji coba
data dalam Web 15-17
DPR RI di kolom November
Halaman bidang 2018
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di kolom Halaman
bidang Korpolkam
terkait kegiatan di
Bidang Korpolkam

Penyempurnaa
n data dan
sarana untuk
proses
penginputan
dalam WEB
DPR Rl di
kolom
Halaman
bidang
Korpolkam
terkait kegiatan
di Bidang
Korpolkam

- Melakukan
Pemenuhan,
pengembangan dan
penyempurnaan
system, sarana
prasarana

- Dokumentasi

- Laporan
perkembangan
integrasi
penyebaran
informasi kegiatan
Wakil Ketua DPR
RI Bidang
Korpolkam

1 (satu)
bulan,
Desember
2018

Maintanance
dan
pembuatan
Standar
Pedoman
Pengisian Data
Wakil Ketua
DPR RI Bidang
Korpolkam di
Halaman
Kolom
Kegiatan Wakil
Ketua DPR
Bidang
Korpolkam di
Web DPR RI
yang bisa di
adopsi oleh
Wakil Ketua
DPR RI
Bidang-bidang
yang lain

- Melakukan rapat
koodinasi dengan
stake holder terkait
(Bagian BDTI dan
Bagian Ortala)

- Dokumentasi

- Standar Pedoman
- Undangan Rapat
- Notulen Rapat

Mulai Juli
2019
sampai
selanjutny
a
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BAB Il

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

Sesuai dengan kriteria keberhasilan, maka capaian pelaksanaan proyek
perubahan ini telah 100% sesuai dengan target jangka pendek yang ditetapkan

selama 60 hari pelaksanaan.

MILESTONE

NO (TAHAPAN CAPAIAN

DAN KEGIATAN)

OuTPUT

WAKTU/MINGGU

RENCANA

REALISASI

A. | TAHAPAN PELAKSANAAN JANGKA PENDEK

1. | Terbentuknya tim efektif
(tim kerja updating
informasi)

Persiapan
pertemuan

Membuat
undangan rapat

Pendistribusian
undangan

Rapat
Pembentukan
Tim

Penyamaan
persepsi

2 — 5 Oktober
2018

Terealisasi
[Tercapai

2. | Terbangunnya sarana,
prasarana, koneksi dan
jaringan

Identifikasi
ketersediaan
sarana dan
prasarana

Pembuatan
aplikasi

Pembuatan
Design Content

Pembuatan

rancangan
sistem data
kegiatan  Wakil

9- 12 Oktober
2018

16 -26 Oktober
2018

Terealisasi
[Tercapai
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Ketua DPR RI
Bidang

Korpolkam di
Halaman Kolom
Kegiatan Wakil

Ketua DPR
Bidang
Korpolkam di
Web DPR RI

Melakukan uji
coba data dalam
WEB DPR RI di
kolom Halaman
bidang
Korpolkam

Melakukan input
data dan konten
dan sosialisasi
penyampaian
data dalam
WEB DPR RI di
kolom Halaman
bidang
Korpolkam
terkait kegiatan
di Bidang
Korpolkam

TAHAPAN PELAKSANAAN JANGKA MENENGAH

Penyempurnaan data
dan sarana untuk proses
penginputan dalam WEB

DPR RI di kolom
Halaman bidang
Korpolkam terkait
kegiatan di  Bidang
Korpolkam

- Melakukan

Pemenuhan,
pengembangan
dan
penyempurnaan
system, sarana
prasarana

1 (satu) bulan,

November
2018

Terealisasi
[Tercapai

TAHAPAN PELAKSANAAN JANGKA PANJANG
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Maintanance dan - Melakukan rapat | Mulai Juli 2019 | Belum

pembuatan Standar koodinasi sampai Terealisasi
Pedoman Pengisian dengan stake | selanjutnya /Belum
Data Wakil Ketua DPR holder terkait Tercapai
Rl Bidang Korpolkam di (Bagian BDTI

Halaman Kolom dan Bagian

Kegiatan Wakil Ketua Ortala)

DPR Bidang Korpolkam
di Web DPR RI yang
bisa di adopsi oleh Wakil
Ketua DPR RI Bidang-
bidang yang lain

B. KRITERIA DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PROYEK
PERUBAHAN

Kriteria Keberhasilan

Beberapa kriteria yang menandakan keberhasilan pencapaian hasil proyek
perubahan, yaitu:

1) Tersimpannya data-data kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam
yang dapat dengan mudah diakses oleh publik.

2) Terbentuknya Tim Kerja dengan Surat Tugas Biro Kesekretariatan
Pimpinan.

3) Tersedianya Menu Kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator
Politik dan Keamanan sehingga masyarakat dapat mengakses kegiatan
tersebut.

4) Sosialisasi Menu Kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik
dan Keamanan dengan memanfaatkan Website untuk Integrasi
Penyebaran Informasi di kolom Korpolkam Web DPR-RI.

Faktor Kunci Keberhasilan

Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian hasil
proyek perubahan, yaitu :

1) Komitmen Pimpinan, Anggota Tim Kerja disertai motivasi besar dan
integritas tinggi untuk melaksanakan proyek perubahan.

2) Terjalinnya komunikasi yang sangat baik dan efektif dengan jajaran
internal.

3) Dukungan dari stakeholder/ unit kerja terkait, komitmen dan kinerja
maksimal dari tim efektif dalam membuat proyek perubahan.
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4) Kompetensi
perubahan.

dan solidaritas tim efektif yang mendukung proyek

Selain itu, kriteria keberhasilan juga dapat dilihat dari adanya dukungan dari
para stakeholder serta berdasarkan pengamatan Project Leader diperoleh
bahwa adanya pandangan stakeholder atas proyek perubahan membuat
Sistem Penyimpanan Bahan/Materi Rapat Wakil Ketua DPR RI Koordinator
Politik dan Keamanan dengan memanfaatkan Integrasi Penyebaran Informasi
di kolom Korpolkam Web DPR-RI dengan kemudahan akses dan kecepatan

informasi.

C. KENDALA INTERNAL DAN EKTERNAL

KENDALA

RESIKO

STRATEGI
MENGATASI
KENDALA

1.

Kegiatan Pimpinan
DPR RI yang sangat
padat, seperti Rapat
Pimpinan DPR,
Rapat Paripurna,
Rapat Bamus,
Rapat Konsultasi
dan kunjungan kerja
dalam negeri dan

Tahapan pelaksanaan
jangka pendek akan
tergangu dan tidak
memenuhi jadwal yang
telah direncanakan.

1) Membagi tugas
pendampingan
Wakil Ketua pada
setiap kegiatan
kepada Kasubag
dan staf serta
tenaga ahli, tanpa
mengurangi
tanggung jawab

luar negeri. kehadiran Project
Leader.

2. Kurangnya Tidak berjalannya 1) Melakukan
komitmen implementasi Sistem komunikasi dengan
stakeholder yang Integrasi Kegiatan Wakil stakeholder .
terlibat dalam .
melakukan updating iet“alf PR Rl Bidang 2) Melaksanakan
kegiatan Wakil orpolkam. bimbingan teknis
Ketua DPR RI kepada
Bidang Korpolkam stakeholder.

3. Adanya perentas Sistem Penyimpanan 1) DPR sudah

atau hacker yang
akan merusak atau
membobol celah
keamanan sistem
penyimpanan yang
berbasis media
online.

melalui server yang
dimiliki DPR RI akan
tergangu.

memiliki sistem
keamanan yang
dapat dipercaya
perangkat Firewall
untuk server DPR.
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4. Kurangnya motivasi | Tidak terkelola nya Mengadakan

kerja Tim Efektif dengan baik data kegiatan | pendekatan persuasif
Wakil Ketua DPR RI agar mendorong
Bidang Korpolkam di motivasi Tim untuk

Halaman Kolom Kegiatan | bekerja dengan
Wakil Ketua DPR Bidang maksimal.
Korpolkam di Web DPR RI

D. UPAYA MENGATASI MASALAH

Dari permasalahan di atas, maka strategi untuk mengatasi masalah agar
proyek perubahan tetap berjalan sesuai tujuan, antara lain:

1

Membangun kebersamaan persepsi dan pemahaman, baik internal
maupun eksternal, dengan mengadakan komunikasi yang intensif dengan
seluruh stakeholder untuk dapat diperoleh kesamaan dalam menjalankan
sistem yang akan diterapkan.

Keterbatasan waktu sumber daya manusia yang terlibat dalam Tim Kerja
dapat diatasi dengan melaksanakan efisiensi waktu, yaitu rapat dilakukan
secara efektif dan efisien, sehingga progres implementasi proyek
perubahan dapat optimal, dan para anggota Tim dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya pada di unit kerjanya masing-masing.

Penanganan terhadap Hacker

Istilah “hacker’ atau biasa disebut peretas disematkan kepada kelompok
atau individu yang mempunyai keahlian khusus untuk melakukan tindakan
kejahatan seperti membobol celah keamanan sistem, merusak tampilan
website, mencuri data-data penting suatu organisasi bahkan sampai
melumpuhkan suatu sistem sampai tidak dapat diakses, dan masih banyak
bentuk-bentuk kejahatan lainnya.

Bagi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung yang
memberikan layanan data dan informasi secara online kepada DPR RI,
bahwa hacker menjadi masalah yang menakutkan dan harus segera
mencari tindakan preventif guna menghindari kejadian yang tak diinginkan
seperti; lumpuhnya layanan sistem, tercurinya data-data rahasia dan
lainnya pada server DPR.

Mungkin bagi DPR RI dalam hal ini tidaklah terlalu menjadi sebuah
masalah yang berarti. DPR RI telah menggelontorkan anggaran khusus
untuk membiayai pengadaan perangkat security seperti Firewall, anti
DDoS, IPS/IDS, anti virus dan semacamnya. Serta telah mengadakan
tenaga muda yang handal dan terlatih demi menjaga agar sistem agar
tetap berjalan tanpa dikhawatirkan adanya serangan hacker.

Menetapkan budaya kerja dengan tujuan untuk mengubah sikap dan juga
perilaku SDM di Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Polkam agar dapat

33



meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di
masa yang akan datang.

E. INSTRUMEN MONITORING PROYEK PERUBAHAN

Tahapan Realisasi Kegiatan (Time Schedule) Pelaksanaan Proyek
Perubahan

NO KEGIATAN OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

(minggu ke) 1 2 | 3 4 1123|412 (3| 4

1 Menyelenggara
kan rapat
koordinasi

<_ X

) Membentuk tim
kerja dan
pembagian
tugas kerja

< X

3 Membuat X
rancangan
Sistem X
Penyimpanan
Bahan/Materi v
Rapat Wakil N,
Ketua DPR RI N,
Bidang
Korpolkam
dengan
Integrasi
penyebaran
Informasi di
Web DPR RI

4 Melakukan
input data dan
konten v

< X

5 Melakukan
bimbingan

< X
< X
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teknis dan uji
coba Sistem
Penyimpanan
Bahan/Materi
Rapat Wakil
Ketua DPR RI
Bidang
Korpolkam
dengan
Integrasi
penyebaran
Informasi di
Web DPR RI

Melakukan
sosialisasi
Sistem
Penyimpanan
Bahan/Materi
Rapat Wakil
Ketua DPR RI
Bidang
Korpolkam
dengan
Integrasi
penyebaran
Informasi di
Web DPR RI

Keterangan :
x = Jadwal awal (rencana)

V = Jadwal pada tahap realisasi

< X




Target Capaian Proyek Perubahan

Output 1: Terbentuknya Tim Efektif (Tim Kerja Updating Informasi)

No Waktu Kegiatan Target Output Ket
1. | 5 Oktober Rapat Koordinasi Pembentukan | Surat Tugas | Tercapai
2018 Tim Kerja | Biro 100%
yang Efektif | Kesektariatan
Pimpinan
Output 2: Terbangunnya sarana, prasarana, koneksi dan jaringan
No Waktu Kegiatan Target Output Ket
1 9 — 12 Oktober | Rapat Tim Teknologi | Pembuatan - Identifikasi | Tercapai
2018 dan Informasi Aplikasi ketersediaan | 100%
sarana dan
prasarana
- Pembuatan
Aplikasi
2 16 - 26 | Rapat Tim Teknologi | Pembuatan - Design Tercapai
Oktober 2018 | dan Informasi Design content 100%
Content, dan | - Sistem data
Pembuatan Kegiatan
rancangan Wakil Ketua
sistem data DPR RI
kegiatan bidang
Wakil Ketua | Korpolkam di
DPRRI Halaman
bidang Kolom
Koordinator Kegiatan
Politik dan Wakil Ketua
Keamanan DPR RI
bidang
Korpolkam di
Web DPR RI

Output 3: Penyempurnaan data dan sarana untuk proses penginputan dalam
WEB DPR RI di kolom Halaman bidang Korpolkam terkait kegiatan di Bidang

Korpolkam

No Waktu Kegiatan Target Output Ket

1. | Bulan Penyempurnaan data | Terlaksana Melakukan Tercapai
November dan sarana untuk | nya uji coba Pemenuhan, | 100%
2018 proses penginputan | data serta Pengembang
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dalam WEB DPR RI
di kolom Halaman

Korpolkam
di | data dalam

bidang

terkait kegiatan

Bidang Korpolkam

konten dan
sosialisasi
penyampaian

Web DPR RI
di Kolom
Halaman
Bidang
Korpolkam
terkait
Kegiatan di
Bidang
Korpolkam

an dan
Penyempurn
aan sistem,
sarana dan
prasarana.

Output 4 : Sosialisasi Sistem Penyimpanan Bahan/Materi Rapat Rapat
Wakil Ketua DPR Rl Bidang Korpolkam dengan Integrasi
penyebaran Informasi di Web DPR RI

No Waktu Kegiatan Target Output Ket
1 15-17 Melaksanakan Pemahaman Sosialisasi Tercapai
November 2018 | Sosialisasi Kabagset, tentang 100%
tentang Sistem Kasubag. dan Sistem
Penyimpanan Staf serta Penyimpanan
Bahan/ Materi stakeholder Bahan/
Rapat Wakil lainnya Materi Rapat
Ketua DPR RI terhadap Sistem | Wakil Ketua
Bidang Penyimpanan DPR RI
Korpolkam Bahan/Materi Bidang
dengan Integrasi | Rapat Wakil Korpolkam
penyebaran Ketua DPR Rl dengan
Informasi di Web | Bidang Integrasi
DPR RI Korpolkam penyebaran
dengan Informasi  di
Integrasi Web DPR RI
penyebaran
Informasi di
Web DPR RI
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap proyek perubahan ini yang berjudul
“‘Integrasi penyebaran Informasi Kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang
Korpolkam” dapat dikatakan berhasil dan dapat dilaksanakan dengan baik
berkat kerjasama antara pemimpin perubahan dengan para stakeholder
serta ditentukan oleh perencanaan yang matang.

Pemilihan proyek yang mengangkat permasalahan Penyediaan Informasi
Kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, tidak semata-mata untuk
memenuhi tugas Diklatpim IV tetapi dipilih karena memiliki manfaat dan nilai
tambah bagi kepentingan pemimpin perubahan dan harapannya tentunya
bagi Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam.

Hasil Pemanfaatan Integrasi penyebaran Informasi Kegiatan Wakil Ketua
DPR RI Bidang Korpolkam sangat mendukung pelaksanaan kolom kegiatan
Korpolkam di Web DPR-RI yaitu :

a. membuat kemudahan dalam berbagai proses akses data, file sharing,
pemberian hak akses dan pembaharuan sistem.

b. File sharing menjadi lebih mudah dilakukan tanpa harus dilakukan
secara manual lagi dengan menggunakan flashdisk. Setiap data yang
diolah menjadi lebih valid dan tidak ada lagi perbedaan antara satu
data dengan data lainnya.

c. Pemberian hak akses dapat dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan.

d. Pembaharuan sistem dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

e. Masih diperlukan waktu untuk penyesuaian dengan sistem baru ini.

Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini masih banyak hal yang perlu
diperbaiki dengan segala kekurang sempurnaan dalam sebuah pekerjaan
merupakan suatu hal yang wajar, namun demikian karena tujuan proyek ini
terdapat jangka menengah dan jangka panjang maka kekurangsempurnaan
akan terus diperbaiki di waktu mendatang tentunya dengan komitmen yang
kuat dari pemimpin perubahan dan dukungan para stakeholder.

. REKOMENDASI

Proyek Perubahan ini akan semakin bermanfaat dan dapat berjalan secara
berkelanjutan untuk jangka menengah dan jangka panjang, maka kami
menyampaikan beberapa rekomendasi yaitu :

1. Perlunya evaluasi secara berkelanjutan untuk pelaksanaan pemutakhiran
database, baik dari dukungan formal yaitu pembaharuan up to date
informasi kegiatan Wakil Ketua DPR-RI Bidang Korpolkam.
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2. Sistem Integrasi penyebaran Informasi Kegiatan Wakil Ketua DPR RI
Bidang Korpolkam dapat dilakukan juga oleh unit kerja di lingkungan Biro
Kesekretariatan Pimpinan.

3. Penambahan anggaran DPR RI terkait dengan pengembangan teknologi
Informasi yang terbaru untuk kepentingan kegiatan rapat Dewan maupun
rapat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl guna menuju
Parlemen Modern dan Open Parliament.
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DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No